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B Albert Aries

Hukwm untuk Keadaan Darurat

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakt

PENYEBARAN covid-19 yang
dinyatakan sebagai pandemi oleh
Organisasi Kesehatan Dunia
(WHQO) telah menjadi ancaman

nyata bagi kehidupan ekonomi

dan sosial Indonesia. Hal ini membuat Presiden
Jokowi menerbithan beleid yang setara UU,

yaitu Peraturan Pemerintah Pengoanti Undang
Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Kenangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
dan/atau dalam Rangha Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan
Stabilitas Sistem Keuangar.

TUMNDA NGEA N-
NYA beleid rter-
sebur  direspons
sebagian kalangan
masyarakar dengan mengaju-
kan wji materi {judicial rewi-
ew) ke Mahkamah Konsooosi
(MK} aras Pasal 2, Pasal 27,
dan Pasal 28 Perppu Nomor 1
Tahun 2020. Khususnya, Pasal
27 ayar (1) dan (2), yang pada
intinya menyatakan biaya yang
dikeluarkan pemerincah untuk
mengarasi keadaan wersebur
ialah pemyelamatan pereko-
nomian dari krisis dan bukan
merupakan kerugian negara,
serta pejabar terkair tidak da-
pat dimnour baik secara perda-
@ maupun pidana sepanjang
berikrikad baik dan seswai U7
dalam melaksanakan mugasmya.
Selain i, Pasal 27 ayar (3)
juga turut dipermasalahkan
konsdmsionalicasnya  karena
mengamr batrwa segalatindak-
an, termasuk kepumsan yang
diambil berdasarkan Perppu
momor 1 Tahun 2020, bukan
merupakan objek gugatan yang
dapar diajukan ke Pengadilan
Tara Usaha Negara (FTUNL
Jika demikian, apakah keten-
tuan pasal-pasal dalam Perppu
momor 1 Tahun 2020 terseburt
masih sejalan dengan konsep
negara hukum Pancasila?
Hak Subjekrif Presiden
Dalam sistem kerarane-
paraan Indonesia, penerbitan

perppu merupakan hak sob-
jekrif dari presiden sebagaima-
na diamr Pasal 22 UUD 1945,
yaim untuk mengatasi suar
permasalahan dalam kegen-
dngan memaksa (noodveror-
derigsredhe), yang tidak dapat
ditempuh dengan mekanisme
legislasi biasa, sebagaimana
yang dilakukan bersama-sama
dengan DFR selaku pemben-
mk UL

Adapun subjektiviras pe-
nerbitan suam perppu diaoar
konstinusi  agar  pemerintah
dapar menjamin keselamaran
negara dalam suam keadaan
yang gentng sehingga meng-
haruskan pemerin@abh unmk
bertindak lekas dan tepar gu-
na Mengaasi suarl permasa-
lahan, misalnya, pandemi co-
wid-19.

Pada saatr Perppu Nomor 1
Tahun 2020 diundangkan, se-
cara murtatis mucandis, ia telah
menjadi hukum positf yang
berlaku efekrf dan dapar dilak-
sanakan dengan segala pera-
uran pelaksanaannya. Namun,
Perppu Momor 1 Tahun 2020
ini tidak sera-merta lepas dari
pengawasan legisladf karena
harus mendapar persergjuan
dari DPR pada masa sidang
DPR berikumya. Jika wdak
disemijui, Perppu Nomor 1 Ta-
hun 2020 tersebut harus dica-
bur dan berlakulah keremman
UL (APBIN) sebelummy a

Lazim Dalam Kedaruracan
Sikap pro dan kKonra ter-
hadap pasal-pasal Perppu
momor 1 Tahun 2020 menjadi
sangar menarik karena me-
Tupakan ik singgung antara
norma hukum rara negara, -
kum adminisrasi, dan hukum
pidana, yang dalam konmeks
kebijakan publik vidak dapat
dipizah sam sama lain, serta
harus dilihat melalui pende-
katan ilmu hukum yang inter-
disipliner.

Selain im, meskipun tidak
diterapkan secara formal (ter-
tulis) sebagai keadaan bahaya
menurut Pasal 12 UUD 1945,
telah menjadi pengeahuan
umum {nowoir feicen) bahwa
Ciowid-19 telah menjadi pan-
demi global yang mengancam,
bukan hanya aspek keseharan
masyarakat, melainkan juga
kehidupan sosial dan ekono-
mi sehinggra harus dijamin
srabilitasnya oleh pemerintah,
sebamaimana dengan ditetap-
kannya Kedaruratan Kesehar-
an Masyarakar dan Bencana
monalam melalui Keputisan
Presiden Jokowi.

Hal senada juga pernah
diungkapkan Prof Herman
Sihombing dalam bukumya
Hukum Tara Megara Darurat
di Indonesia (1996) pada hala-
man 49-57, yang berpendapart
bahwa keadaan bahaya menu-
Tur hukum rara negara mare-

riil ialah bahaya arau darirat
sprcara nyata, meskipun ddak
dinyarakan dalam kepumisan
formal (rertulis).

Menurut  saya, kebijak-
an keuangan negara diambil
pemerincah dengan maksud
melindungi segenap tampah
darah Indonesia dan hak asa-
s manusia {masyarakar), yang
memjadi angpung jawab ne-
gara (Pasal 28 [ UUD 1945),
sghingra peniadaan “akibar
dari sifar melawan hukum
{wederechrmelijkheid) berupa
kerugian negara dalam kebi-
jakan rersebutr dapar diarur
dengan kekuatan UU sebagai
suam ‘perbuatan’ yang tdak
melawan hukum (vide: Pasal 1
angka 15 UU BPK). Hal ini se-
jalan dengan adagium, 4n casu
SXTemas Necessians omnia
sunt communia, dalam keada-
an luar biasa, segala tindakan
yang perlu diambil merupakan
suam kelaziman.”

Selanjumya, mengenai hak
imunitas dari pejabac terkait
dalam melaksanakan perppu
tersebur sama sekali bukan
dimaksudkan untuk menia-
dakan prinsip persamaan &
hadapan hukum (eguality be-
Sfore the law’)y, melainkan unmk

memberikan perlindungan
hukum dari “kekhawariran®
dapar dipidananya pejabat

yang beriknkad baik dan se-
suai UL dalam melaksanakan
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mugasnya.

Hal ini selaras dengan
adagium hukum, ‘necessitas
quod cogit defendit, keadaan
terpaksa melindungi apa yang
hams diperbuat” Imunitas
semacam ini juga ditemukan,
misalnya, dalam Pasal 50-51
KUH Pidana, UU Advokat,
dan UU Pengampunan Pajak.

Terakhir, mengenai tin-
dakan dan keputusan (besc-
hikking) vang dilakukan da-
lam perppu tersebut bulkan
merupakan objek pugatan
TUN ialah bentuk pengecuali-
an khusus berupa pembatasan
atas upaya hukum yang dite-
tapkan dengan kekuatan U,
sebagaimana dimaksud Pasal
28 J UUD 1945. Hal ini sesuai
adagium hukum, ‘interest rei-
publicae res judicates non res-
cindi, dalam hal kepentingan,/
kelangsungan suatu negara,
suatm keputusan tidak dapat

diganggu gugat’

Uitarnakan Kesclamatan Raloyat

Dengan  tetap  menghor-
mati proses hukum di ME,
tidak dapat disangkal bahwa
eksistensi Perppu Momor 1 Ta-
hun 2020 ini juga tergantung
pada sikap politik DPR dalam
menyetujui perppu yang ber-
sifat “sementara’ menjadi UL
atau tidak.

Apabila DPE menyetujui
perppu menjadi UL, otoma-
tis pengujian Perppu Nomor 1
Tahun 2020 tersebut menjadi
kehilangan objek pengujian
{(karena telah menjadi UL,
dengan tidak mengurangi hak
pemohon mengajukan judicial
review yang bamu

Last but not least, penulis
berharap semua elemen da-
pat melihat Perppu Momor 1
Tahun 2020 sebagai niat mu-
lia pemerintah dalam upava
mengadministrasikan sila ke-
dua dan kelima Pancasila se-
bagai sumber segala hukum
{(staatsfundamentalnoorm),
yaitu untuk dapat menganti-
sipasi dampak ekonomi dan
sosial dari pandemi Covid-19,
karena keselamatan rakyat
harus senantiasa didaulat
menjadi hukum yang terting-
gi (salus populi suprema lex
esto).
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